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PERATURAN BUPATI NO.72 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 

ABSTRAK : - bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang diberikan 

tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses 
serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan 
kemampuan keuangan daerah; 

- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten     
Rembang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2019 perhitungan kemampuan 

keuangan daerah sebesar Rp 489.310.600.879,31; 
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional, kemampuan keuangan daerah 
masuk dalam kelompok sedang; 

 
-  dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah  serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor 
1067); 



CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 30 Desember 2023 dan ditetapkan 30 
Desember 2023 

 

 


